BAB I

KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
1. Pencurian Menurut Hukum Positif
Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari&atéd yang mendapat
awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai artiggfosara perbuatan mencuri.
Dalam hukum Positif pengertian pencurian telahudialan dijelaskan dalam BAB
XXl Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana H®), yang berbunyi:
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang $elyau atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di mdégcara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjamagpama 5 (lima) Tahun
atau denda paling banyak sembilan ratus rugiah”.
Dalam KUHP diatur beberapa macam pencurian yaitu:
a. Pencurian Ringan
Pencurian ringan dirumuskan dalam pasal 362 daal 363 item (4)
dan (5), tidak dilakukan dalam suatu tempat kedramtau di atas sebuah

pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sekedihman , dan nilai dari

benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluhdirupiah.

'Departemen Pendidikan Nasionilamus Besar Bahasa Indonesiad-3, Jakarta: Balai
Pustaka, Cet-3, 2005, him. 225.

2 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidafi§UHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24,
2005, him. 128.
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b. Pencurian dengan pemberatan
Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin geatisebut dengan
gequalificeerde diestatau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatah
Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencubiasa yang disertai
dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tarteeperti: pencurian ternak,
pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencdifekukan pada malam hari
dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua oraag lebih dengan bekerja
sama, dilakukan dengan membongkar atau memecalk omungambil barang
yang ada di dalamnya.
c. Pencurian dengan kekerasan
Pencurian dengan kekerasan diterangkan dalam eSdUHP, yakni
pencurian yang didahului, disertai, atau diikuthgen kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mEagen atau
mempermudah pencurian.
d. Pencurian dalam keluarga
Pencurian dalam keluarga diterangkan dalam pasalk38HP yakni,
Jika dia adalah suami/istri yang telah pisah ranjdan terpisah harta kekayaan
atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, terkalap orang itu hanya
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan tgakegna kejahatah.
Adapun perbedaan dalam kasus pidana pencurian oteiukum

Positif, yakni diliat dari segi melakukannya. Apbkaelakukannya dengan cara

® Moeljatno, Ibid, him. 129. Lihat juga, P. A F. Lamintandpelik-delik Kuhusus
(Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayad®gndung: Sinar Baru, Cet-I, him. 50.
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kekerasan ataupun tidak. Tetapi dalam kasus pemcumukum Positif sudah
membedakan seperti halnya pencurian yang sudatakae diatas.
2. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam
Pencurian adalah perbuatan mengambil harta oramgégara diam-diam
dengan ittikad tidak baik. Yang dimaksud dengangaerbil harta secara diam-diam
adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan payailitan tanpa kerelaannya,
seperti mengambil barang dari rumah orang lairkgienghuninya sedang tidr.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidahyat 38 sebagai

berikut:

00000 00000000 0000000000000 00000000000000 DO000000000000 00000000000

0000 DOO0OO0O Oo0O000 000000 & G000 Do0o0 doooooo Ooooo0a

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yam@ncuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mkeglk&kan dan sebagai
siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi M8fjaksana. (QS. Al-
Maidah: 38)’

Dari ayat di atas menerangkan bahwa setiap peaigt@ncurian, pelaku
dapat diancam dengan hukuman potong tangan. Jialcumemencuri sudah
mencapai 10 dirham atau lebih. Jika pencurinya ahddawah umur, maka anak
tersebut tidak dapat di jatuhi hukuman potong tangskan tetapi diserahkan
kepada orang tuanya supaya dibimbing.

Dan hukuman potong tangan dalam pencurian hanyatuldian jika

terpenuhi syarat, antara lain:

* Topo Santosdylembumikan Hukum Pidana Isladekarta: Gema Insani Press, 2003, him
28.

> Kementrian Agama RAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 114
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. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, giantanpa diketahui. Diambil
berarti harta itu sudah berpindah dari tempat pepghannya dan sudah
berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasigancuri.

. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukumantguy tangan tidak akan
dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir dan permrang-barang yang tidak
legal seperti minuman anggur atau daging babi.

. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yangn, baik dalam
penglihatan maupun di suatu tempat yang armawm) (

. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebdgeaisekuensi, hukuman potong
tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri ketaenjadi milik si pencuri atau
jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau iemiliki hak atas barang itu.

. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertefisa. Imam Malik
mengukurnisab tadi sebesar ¥4 dinar atau lebih, sedangkan Imam Hdmifah
menyatakan bahwaisabpencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dihar.

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukampotong tangan

pada pencuri harta dalam keluarga yang mahramn&aneereka diperbolehkan

keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafi'l danam Ahmad, seorang ayah

tidak dikenai hukuman potong tangan karena mertama anaknya, cucunya, dan

seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebalikayak tidak dapat dikenai

sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayatkajeeknya dan seterusnya ke

atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukumatomp tangan pada kasus

pencurian antar suami-istri.

® Topo Santosap cit, him 29.
" Ibid, him 29.
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Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagakberi

HUKUM PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA ISLAM

Persamaan: Persamaan:

Jikalau suami mengambil barangnya| $iakau suami mengambil barangnyg si
istri, maka tidak ada hukuman akan tetasiri, maka tidak ada hukuman potong
hanya tuntunan saja. tangan.

Perbedaan : Perbedaan :

Hukuman pencurian pidana penjaHukumian mencuri jika  sudah
paling lama 5 (lima) Tahun atau dencmencapanisab¥s maka harus dipotong
paling banyak sembilan ratus rupiah | tangan.

Solusinya : Solusinya :

Sebaiknya ada nilai barang yang diqiHukuman potong tangan akan membper
sehingga dapat dikenai hukuman yajera jika hakim tegas dalam
sepantasnya dari barang yang dicurinmenjalankan tugasnya maka para
tersebut. pelaku pencurian akan jera.

B. Unsur-Unsur Pencurian
1. Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Positif
Unsur-unsur pencurian menurut hukum Positif adaadam KUHP pasal

362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencuyemg mana mengandung unsur-

unsur sebagai beriket:

1) Unsur Obyektif, yang meliputi:

a) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagangisiran sesuai

dengan perkembangan masyarakat, mengambil yangkdramemindahkan
barang dari tempat semula ketempat yang lain,drari membawa barang di

bawa kekuasaannya yang nyata.

¥ R. SusiloKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHSgrtaKomentar-komentarnya
Bogor: Politea, him. 216.
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Perbuatan mengambil barang orang lain diartikaagalperbuatan
yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yatekakan atau yang
mengakibatkan barang di luar kekuasaan pemilikiyalam pencurian,
mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk adi&iy maksudnya
adalah waktu pencuri mengambil barang, baranghetdeelum ada dalam
kekuasaannya, pencurian dikatakan selesai apahilandp tersebut sudah
pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengagajse dan dengan
maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengabasdng milik orang lain
karena keliru tidak termasuk pencurfan.

b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaag [@ian

Pengertian barang juga telah mengalami proses mpédkegan,
barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-payang berwujud dan
dapat di pindahkan (barang bergerak), tetapi keamuditafsirkan sebagai
setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasukni adalah aliran
listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertibarang yang dapat menjadi
obyek pencurian, karena di dalamnya mempunyai ndlonomi dari
seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidiaat menjadi obyek
pencurian, yaitu barang dalam keadaas nullus(barang yang pemiliknya
telah melepaskan haknya) das derelictag®

2) Unsur Subyektif, yang meliputi:
a) Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuarake untuk memiliki

barang secara melawan hukum.

g .
Ibid
°H.A.K. Moch. Anwar,Hukum Pidana Bagian Khus@&UHP Buku II), Bandung: Citra
Aditya Bakti, Cet-5, 1989, him. 19.
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b) Untuk memiliki.

c) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki ydikghendaki tanpa
hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Si petakus sadar bahwa barang
yang di ambilnya adalah milik orang Idh.

Dalam buku karya Suharto. R.M juga dijelaskan maageunsur
obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak piddvehwa pada umumnya
tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, rmssurnya terdiri dari
unsur lahir atau "unsur obyektif”. Karena apapumgderjadi, yang tampak
adalah unsur lahir. Suharto. R.M juga mengutip ppathya Moeljatno, S.H yang
mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung lkelakan akibat yang
ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam IlahiNamun demikian
adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak sajetak pada unsur
obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yandetak pada batin si pelaku. Jika
inti dari perumusan tindak pidana terletak padaldikean” maka akibat yang
terjadi dari perbuatan, menjadi tidak penting. NMiga, kelakuan dalam tindak
pidana pencurian dirumuskan dengan istilah menddmbang, yang merupakan
inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari penanrberupa kehilangan barang
itu dapat dimasukkan dalam rumusan tindak pidanayrean®?

2. Unsur-unsur Pencurian Menurut hukum pidana Islam
Berdasarkan definisi pencurian itu sendiri, dapatnduskan bahwa unsur-

unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1 hid
12 suharto. R.MHukum Pidana MaterijlEd-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, him.37
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a. Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi

Yang dimaksud dengan mengambil secara sembunyitsgmiadalah
mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya taapa kerelaannya,
seperti mengambil barang dari rumah orang lainkkepenghuninya sedang
bepergiarnt?

Pengambilan harta itu dianggap sempurna jika:

a) Pencuri mengeluarkan harta dari tempat penyimpas@ann

b) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan pgamiliknya

c) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan kgaa si pencuri
b. Barang yang dicuri adalah berupa harta

Dalam hal ini barang yang dicuri disyaratkan:

1) Berupa harta yang bergerak

2) Berharga menurut pemiliknya,

3) Disimpan di suatu tempat yang layak-kirz).**

Dalam hal ini ada dua cara penyimpanan. Pertahajrz/ Bi mak’'n
yaitu barang disimpan di tempat yang disediakanskbuuntuk menyimpan
barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masdkldmnya. KeduaAl-hirz/
Bi nafs,yaitu barang tersebut berada dalam penjagaan.

c. Barang yang dicuri adalah murni milik orang laimndsi pencuri tidak
mempunyai hak apapun pada barang tersebut.

d. Adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana

3 Di Download dari http://id.shvoong.com/law-and4igo$/criminal, tgl 20 Juni 2014, Jam
11.00 Wib
* Ibid
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e. Pencurinya merupakan orangukallaf Pencuri tersebut orang dewasa dan
berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan ogilagyang mencuri tidak
bisa dikenakan hukumdrad

f. Tidak ada haksyubhat (keragu-raguan) terhadap barang yang dicurinya.
Apabila punya haksyubhatterhadap barang yang dicurinya, maka tidak bisa
dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orangyarggy mencuri harta
anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangiam begitu pula dengan
sebaliknya.

g. Ditetapkannya pencurian berdasarkan dua saksi yadd dan adanya
tuntutan dari orang yang dicuri.

h. Adanya niat untuk dimilik?

Dalam hukum Islam memakai Al-Quran dan Hadits g@bgpedoman
pokok. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai pidpabila unsur-unsurnya
telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum ada yang khusus. Unsur
umum berlaku untuk semyarimah, sedangkan unsur khusus yang berlaku untuk
masing-masingarimah berbeda antarmrimah yang satu dengajarimah yang
lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsguunumum untuk
jarimahitu ada 3 (tiga) macam:

a. Unsur formal, yaitu adanyaash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman.
b. Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang mentbk jarimah, baik

berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap yalagg berbuat (negatif).

15 |bid
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c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yawgallaf yakni orang

yang dapat dimintai

dilakukannya'®

pertanggungjawaban atas

tingalana yang

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipabahwa sebuah

tindak pidana jarimah) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah

memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukumanakeadanyanash atau

Undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hulglaml dikenal dengan

Asas Legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebeddan peraturan yang

mengaturnya, hal demikian dalam hukum pidana Igamsudah mengaturnya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagakberi

HUKUM PIDANA POSITIF

HUKUM PIDANA ISLAM

Persamaan:

Tindak pidana pencurian mengandy
unsur subyektif dan obyektif.

obyektif. Tetapi di sini agak berbe
adanya unsur moral

Perbedaan :

Perpindahan kepemilikan dikatakan g
didasarkan Undang-undang.

Perbedaan :

iBerbeda dengan hukum Pos
perpindahan kepemilikan dikatak
sah bila didasarkan pada Al-Qur’
dan Hadits.

Solusinya :

Pelaku pencurian apabila masih

Solusinya :

Jika pelaku pencurian belum balig
ymaka tidak bias di kenai jarima
rhad/pencurian.

Persamaan:
ngndak pidana pencurian
mengandung unsur subyektif dan

la

h,
h

bawah umur, maka hukumann
setengah dari hukuman bagi ora
dewasa.

Ipid
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C. Dasar Hukum Tentang Pelaku Tindak Pidana Di BawaduiJ
1) Menurut hukum Positif
Dasar hukum pelaku pidana di bawah umur adalah tipdadang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap aakél mapat dijatuhkan pidana
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau timddBbangan menyimak Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan m@ddambahan bagi anak
nakal!’Diantaranya adalah:
1. Pidana Pokok
Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkaadeepnak nakal, yaitu:
a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana denda, atau
d. Pidana pengawasan.
2. Pidana Tambahan
3. Pidana tambahan terdiri dari:
a) Perampasan barang-barang tertentu
b) Pembayaran ganti rugi
c) Tindakan®®
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada aakd& (Pasal 24
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau oraaguh

”Bambang WaluyoRidanadanPemidanaanJakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 27
18 H
Ibid
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2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidik@mbinaan, dan
latihan kerja
3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organissosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidix@ambinaan, dan latihan
kerja®
Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi tsgdan menetapkan
syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakiakukbn kepada anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang gk, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut pamahukum lain. Dalam
segi umur, pengenaan tindakan terutama bagi anal yaasih berumur 8
(delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Tephamhak yang telah
melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun diatuhpidana. Hal itu
mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, rheni@n sosial anak.
Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap raealrut Pasal 132
rancangan KUHP adalah:
a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengaauhny
b. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang
c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakah BlEmerintah atau suatu
badan swasta
d. Pencabutan surat izin mengemudi
e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindtnpi

f. Perbaikan akibat tindak pidana

19 Redaksi Sinar GrafikdJndang-undang Nomor 3 tahun 198shtangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. HIm 10.
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g. Rehabilitasi dan atau
h. Perawatan di dalam suatu lembaQa.
4. Pidana Penjara
Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara baginakal lamanya
% (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasgaling lama 10 (sepuluh)
tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkdana mati maupun pidana
seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatub&tah satu tindakan.
5. Pidana Kurungan
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada aakél rmaksimal
setengah dari maksimum ancaman pidana kurungarolagy dewasa. Mengenai
apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kamuoggi orang dewasa
adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadwmakti pidana yang
dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KWt Undang-undang
lainnya (penjelasan Pasal 27).
6. Pidana Denda
Penjatuhan pidana denda anak nakal dijatuhkan gstendari
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasdil&mlenda itu tidak
dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihajekeelama 90 hari dengan jam
kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak botiilakukan di malam hari.
Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dakep&vangan fisik, mental,

dan sosial anak serta perlindungan aftak.

20 Bambang WaluyoQp cit,him, 28.
!pid., him. 30
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7. Pidana Bersyarat
Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi ankdd sasuai dengan
rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1@8ala
1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidamam yang dijatuhkan
paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka walkdsanpidana bersyarat
adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan kedertterikut.

a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akaakokan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

b) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidakakutdan hal tertentu
yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetapperatikan
kebebasan anak.

3. Pengawasan dan bimbingan

a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa ukelakpengawasan
dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingam agak nakal
menepati persyaratan yang telah ditentukan.

b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat di bngboleh balai
pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyamnakat

c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemé&syamna dapat

mengikuti pendidikan sekol&f.

?2 Redaksi Sinar Grafikd)ndang-undang Nomor 3 tahun 198shtangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. HIm 12.
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8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang déenaituk anak
yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penwmwtm terhadap perilaku
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anakeltets dan pemberian
bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyateak Anak nakal yang di
putus oleh hakim untuk diserahkan kepada Negarderdpatkan di lembaga
pemasyarakatan anak sebagai anak Negara, dengandnakuk menyelamatkan
masa depan anak atau jika anak menghendaki, makla dapat diserahkan
kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.

Disini dapat dibedakan atau disamakan dilihat Rasal 24 ayat (1)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dengan Pasalrda8@angan KUHP
dimana anak nakal dikembalikan kepada kedua otamgtang tua asuhnya. Dari
sini dapat di tafsirkan bahwasannya undang-undaegdpgan anak saling
melengkapi.

2) Menurut hukum pidana Islam
Dalam hukum pidana Islam, yang membahas tentangnhykdana anak di
bawah umur, yaitu mengenai batasan umur, dan ked@anaseseorang, maka tidak
lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikirak) dan pilihan ikhtiar), dengan
demikian setiap manusia pasti melalui beberapa rbasbeda, dalam menjalani
hidupnya mulai dari dia lahir sampai dia dewasaa@p dalam hukuff.
Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturwethraksebagai hasil dari

hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahash ferdapat berbagai macam

ZBambang Waluyogp. cit him. 31
* Fuad, M. Fachruddinylasalah Anak dalam Hukum Isladekarta: Pedoman limu Jaya,
1991, him. 24.
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kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun atgatl perbedaan di dalam
pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenalsama artinya. Sebagai contoh
“walad’ artinya secara umum anak, tetapi dipakai untukkayang dilahirkan oleh
manusia dan binatang yang bersangkétan.

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiphn berbeda-beda.
Dalam hukum pidana Islam telah menetapkan bahwg gemaksud dengan anak
adalah seorang manusia yang telah mencapai umujuii)(tahun dan beluraligh,
sedangkan menurut kesepakatan para ulama’, madisiggapbaligh (dewasa)
apabila mereka telah mencapai umur 15 (lima béddusin.

Mengenai batasan umur orang dewasa dapat dilivakelauatan berfikir
dan pilihan {fadah dan ikhtiar) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui
beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya duariadia lahir sampai dia
dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalampgagdembangan anak, hukum
pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahaonargg anak, sehingga
mempengaruhi pula sanksi dalam pemidanaafthy@endapat dari para ahli figh
mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda memasatyang dilaluinya yaitu:
a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai ufmujuh) tahun dan
pada masa tersebut seorang anak tidak mempunysankenan berfikir atau
belumtamyiz Apabila seorang anak melakukan perbugamah, makajarimah
yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baikniganaan maupun

pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakatamggyungjawaban perdata,

25[ i
Ibid
*® Sudarsonoenakalan Remajacet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, him. 10.
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yang dibebankan atas hak milik pribadi yakni menhkla@r ganti rugi kepada
korban yang dirugikan anak tersebut.
. Masa kemampuan berfikir lemah
Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 (tujghyin sampai anak
mencapai masa kedewasaan. Kebanydkgaha membatasinya sampai anak
umur 15 (lima belas) tahun. Kalau seorang anakhsmgencapai umur tersebut
maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewédma dati sebenarnya.
Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakaanggungjawaban pidana atas
jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindalempengajaran.
. Masa kemampuan berfikir penuh
Pada masa ini dimulai sejak mencapai umur kecendgsag pada
umumnya telah mencapai umur 15 (lima belas) tahao &8 (delapan belas)
tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertaggguaban pidana atas
tindak pidana yang dilakuk&h.Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa
hukum-hukum mengenai asal mula seseorang dimulagathe pembentukannya
hingga sempurna akalnya dibagi kedalam 4 (empat)qee yaitu:
1. Periode Janin
Periode ini dimulai semenjak seseorang ini beAlpgah (segumpal
darah) dalam kandungan ibunya sampai dia lahira paeriode ini sifat
kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dibilaat wujud badannya
seolah-olah dia merupakan bagian dari ibunya. Dékan dari apa yang

dimakan ibunya, dia bergerak jika ibunya bergerak dia pindah dari suatu

7 |bid, him. 10.
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tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempapi dari segi adanya ruh
dia telah merupakan suatu jiwa terserdiri.
2. PeriodeTufulah(kanak-kanak)

Dimulai sejak dia lahir ke dunia setelah lahirnyagka telah
sempurnalah sifat kemanusiaannya, karena dia telgdisah dari ibunya.
Kemampuan akalnya berkembang sedikit demi sedikidsa ini sudah
mendekattamyiz.

3. PeriodeTamyiz
Periode ini dimulai semenjak umur 7 (tujuh) tahdia, telah memiliki
ahliyah al-wujub kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang
ditentukan olehsyara’ atau Undang-undang secara sempurna karena tidak
diragukan lagi keberadaannya sebagai manusia. i@esedikatakantamyiz
apabila sudah bisa membedakan antara yang baikwtak, baik bagi dirinya
maupun orang lain.
4. PeriodeBaligh
Periodebaligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tand
mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air spededam mimpi dan
mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandagate tumbuhnya rambut
disekitar kemaluafr.
Menurut Abdul Qodir Audah, anak yang belumligh dapat ditentukan
bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagepwuan belum haidhtilam dan

belum pernah hamil. Menurut jumhiugahaberpendapat, bahwa kedudukan anak

?® Syeikh Muhammad Hudai Beikishul Figh Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965,
him. 99.

Ybid, him. 99.
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laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentangwadaannya, yaitu keluarnya
sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdd3am.dasar ayat-ayat Al-Qur'an
dan Hadits serta dari berbagai pendapat dapat ahpabahwa kedewasaan menurut
Islam mengacu pada batalstiam, namun terjadi perselisihan mengenai batas
umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbeddam suhu, temperamen,
tabiat dan lingkungan seseorang tersebut béfafldapun yang menjadi dasar tidak
cakapnya seorang anak adalah disandarkan pulakptatguan hukum yang terdapat

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 6:

000000 00000000000 Oo0000000 00000 000000 Do0000A000000- OooO00OOOa000
0 0000000000000 0000000000 DO0OOO0O0O0000 0000000 000000000 DO00000000
00000 00000 0 00000000000 000 0000000000 o00000000 - Oooo000O00000 - Oooa
000000000000 - OoO000O0- 00000 00000 0 d000000000000000 -+ (000000
0000000000000 - 0000000000 0000000000 dooo0oo-- 0 (0000000000000

000 00000000 000000 00000000 & doo0000000 ooo0M0000oo0

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai merekakap umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah sergi@andai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada meiaka-lartanya. Dan
janganlah kamu makan harta anak yatim lebih datash&epatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannyagluse mereka
dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampka hendaklah ia
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) darangsiapa yang
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurutgypatut. Kemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka@daklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagekae Dan cukuplah
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.. (@SNisa’: 6)3!

Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikenakgan mengenai

anak yatim berkaitan dengan urusan hartanya. Nachapat diambil pemahaman

% Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddied@gfsir Al-Quranul Majid An-Nuuy Jilid 1,
Semarang: PT. PustakazkiPutra, 2000, him. 785.

3! Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him 77.
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bahwa ini juga berkaitan dengan kecakapan seoraag dalam menerima beban
pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dalambk&&Amwal Wa Nadzriyatul
Aqdi disebutkan, ayat ini tegas menyatakan bahwa ant@k yeajib diasuh sampai
umur dewasa atau dengan kata lain, perlu (tetegukljasampai seseorang mencapai
dewasa.

Menurut pandangan Syafiiyah, Hanbaliyah, dan Mg#ik, umur 15 (lima
belas) tahun merupakan umur minimal untuk disebeatag anak telah cukup umur,
baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang arek-ldki bermimpi
mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haalumseberumur 10 (sepuluh)
tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkanameldan resiko-resiko
perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sgikdi mereka belum bersikap
dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karémawgjib dipegang dalam
menentukan anak cukup umur yang bisa dibebaninmgtangjawaban pidana adalah
dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaaa loiaki banyaknya umur dan
tanda-tanda fisik?

Menurut Imam Syafi’i yang disadur oleh Chairumaapraing anak telah
dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna amak yakni 15 (lima belas)
tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kecualiibagpk laki-laki yang sudah
ihtilam maupun perempuan yang sudah haid sebelum mengapail5 (lima belas)

tahun, maka sudah dianggap dew3sa.

*?pid, him. 786.
%Chairuman dan Suwardi K. Lubidukum Perjanjian Dalam Islapdakarta: Sinar
Grafika, 1996, him. 10.
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Seorang anak laki-laki yang telah bermimpi mengé&lamaair sperma walau
belum berumur 15 (lima belas) tahun, sudah diangtgpasa. Hal ini dikarenakan

adanya ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur’aat #ur-Nur ayat 59:

00000 O0O0OOOOO0O0O0O0000 0000000000 0000000 00000000000 000000 0000000
000000 0000 DO0O00000 000000000 0 0000000000 000 0000 00000 DO00000000a0
0000 0000000 0000000 000000 0 DO0O000000a

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai uipaligh, Maka hendaklah
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebehereka meminta
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Ny@aan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: §9).

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama mermyatélahwa tidak
adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, berdari anak tersebut
dilahirkan sampai umur 7 (tujuh) tahun. Dalam tiaigh kedua, kemampuan untuk
mempergunakan alam pikirannya. Akan tetapi, masihgfjap lemah karena kondisi
jiwa yang masih labil dan pada tingkatan ini bemnpbda umur 7 (tujuh) tahun
hingga berakhir sampai pada dizaligh Sedangkan untuk tingkatan Kketiga,
kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannyasseeanpurna. Bermula dari
baligh-nya seorang anak setelah berumur 15 (lima be&®)nt maupun setelah
berumur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga jelawdaimur anak dalam hukum
pidana Islam berkaitan erat dengan pertanggung@walang akan dibebankan
padanya. Sebab batadaaligh dan mukallaf menjadi patokan bagi seseorang dalam
menerima beban syari’at yang akan ditanggungnya.

Dalam suatu peraturan hukum pidana, baik yang menfarangan

melakukan maupun perintah untuk melakukan sudahestétga disertai dengan

3 Kementrian Agama RAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him 358.
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adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangapum perintah itu diakui oleh
segenap masyarakat yang bersangkutan. Kemudiannmzaga cara menghukum
pelanggar aturan itu, tentunya memerlukan aturduih léanjut yang merupakan
bagian dari suatu sistem hukuman. Sanksi atau hafkudalam hukum pidana Islam
disebut'uqubah yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadgahlatan. Abdul
Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagaij@#@san atas pelanggaran
perintahsyara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. HHakuadalah
salah satu tindakan yang diberikan oBfara’ sebagai pembalasan atas perbuatan
yang melanggar ketentuayara, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan
kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk metigikepentingan individer.
Hukuman itu diakui keberadaannya maka harus digeBuftiga) syarat.
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.
a) Hukuman Harus Ada Dasarnya DS8siara’

Hukum dianggap mempunyai dasar apabila hukum tetsdidasarkan
kepada sumber-sumbeByara, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ atau
Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yangvamamng glil amri)
seperti hukumarta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oléhil Amri maka
disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketartatentuarsyara’. Apabila
bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut medgéal. Dengan adanya

persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak bo&tatuhkan hukuman atas

% Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikihayah
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 137.
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dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakimehwa hukuman tersebut
lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yataitditetapkar®
Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau Eergan. Ini
mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkandeepeang yang melakukan
tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yadgktibersalah. Syarat ini
merupakan salah satu dasar dan prinsip yang dkagaleh syari’at Islam dan
ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalalapggungjawaban.

Hukuman Harus Berlaku Umum

Hukuman disyaratkan harus berlaku umum. Berartiuman harus
berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskrimiagsupun pangkat, jabatan,
status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua atatusnya sama, tidak
ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, aneégabab dengan rakyat biasa,
antara bangsawan dengan rakyat jelata.

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang seraptutanya terdapat

dalamjarimah dan hukumaiad ataugishash karena keduanya merupakan hukuman

yang telah ditentukan olelyara’. Setiap orang yang melakukgaimah hudud

seperti zina, pencurian dan sebagainya, akan dihudengan hukuman yang sesuai

denganjarimah yang dilakukannya, kecuali orang-orang yang sudaéntukan

dalam Al-Qur'an (anak kecil dan orang gila). Adapdalam hukumanta’zir,

persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentuidakadiperlukan, sebab apabila

demikian keadaannya matadzir itu tidak ada bedanya denghaad.

%8 hid, him. 141
% Ibid
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Persamaan yang dituntut dari hukumaizir itu adalah persamaan dalam
aspek dampak hukuman terhadap si pelaku, yaitu egahc mendidik, dan
memperbaikinya. Sebagian si pelaku mungkin cukupgde hukuman peringatan,
sebagian lagi perlu dipenjara dan sebagian lagigkinrharus didera atau bahkan ada
pula yang harus dikenakan hukuman mati. Namun, mukidana Islam datang
dengan dasar yang lain, yakni dengan memberikagapepunan hukuman terhadap
si pelaku sebab dia patut mendapatkannya, karemandlakukan perbuatan yang
dilarang dan mempunyai pengetahuan dan pilihanadasuran pokok) ini dianggap
sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Dafemnetapkan ketentuan ini,
syar'i kemungkinan bermaksud untuk mendorong agar skpddartobat dari tindak
pidana yang besar dan mengurungkan diri untuk tgerta dalam perbuatan
tersebut?®

Dalam hukum pidana Islam apabila seorang anak gagigkukanarimah,
tentunya dia akan tetap mendapatkan sanksijatasah yang dilakukannya tesebut.
Tidak mungkin seseorang yang melakukan kejahatan &kbas dari segala akibat
dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Namun nkeée hukuman atau sanksi yang
akan diterima oleh seorang anak, tentunya menpkkbedaan dengan sanksi yang
diberikan kepada orang dewasaukalla). Sejauh apapun kejahatan yang dilakukan
anak, dia tidak akan dikenakarad ataupungishash atas jarimah hudud yang
dilakukannya.

Penjatuhan sanksi atau pemidanaan dalam hukum gittdam disebut

dengan istilah Arab yaittuqubah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya

#nlie Yafie, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dai-Tasyri’ al-
Jina'i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wadtykarya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT
Kharisma lImu, him. 261.
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melanggar ketentuasyara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul- NyaMenurut
syari'at Islam, jarimah adalah larangan-larangasyara’ yang diancam dengan
hukuman had atau ta’zir. Yang dimaksud dengan larangan adalah pelanggaran
perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbugsnag diperintahkan karena
meliputi hal-hal yang merugikadarimah itu melakukan perbuatan yang dilarang
dengan ancaman sanksi atas perbuatan yang dilaeaseput atau mengabaikan
perbuatan yang dilarang tersebut. Menurut Ahmad diWaiuslich, memberi
pengertian bahwgarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang eigra),
yang diancam dengan hukumiaaxd atauta’zir.*°

Kalanganfugahamenyamakan istilajinayah danjarimah yang merupakan
perbuatan yang dilarang, karena perbuajanimah yang dilakukan tersebut
menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pengejinatyah adalah setiap perbuatan
yang dilarang olelsyara’ baik perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lai
lainnya. Dalam memberikan definisi tentangrimah, Imam Al-Mawardi
mengemukakan sebagai berikut, yaknlarimah adalah perbuatan-perbuatan yang
dilarang oletsyara’, yang diancam dengan hukuntead atauta’zir”. **

Ada beberapa jenis hukuman dan sanksi yang biseagkan kepada pelaku
jarimah bagi anak di bawah umur dalam hukum pidana Isiesity:
a. Hukuman fisik yang meliputi, pemukulan terhadap kapada bagian- bagian

tertentu yang tidak merusak atas fisik anak, jaahgy dipukul hanya bagian-

bagian tertentu semisal kaki dan tangan

%Makhrus MunajatDekonstruksi Hukum Pidana Islar@et. Ke-I, Yogyakarta: Logung
Pustaka, 2004, him. 39.

“Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jirmya
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 9.

“ lbid
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b. Membatasi kebebasan yang berupa mengirim si anadelkeah lembaga atau
departemen sosial yang bergerak di bidang pendidika pembinaan
c. Membayar denda

d. Peringatan yang diberikan oleh hakim.

*Abdur rahman . DoiTindak Pidana dalam Syari'at Islanditerjemahkan oleh Wadi
Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghary$SHhari'ah the Islamic Laly Cet. k e-1, Jakarta: Rineka
Cipta, 1992, him. 11.



